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Wakil Ketua IT DPRD Buton
Selatan Hasrul Saadi Harap
Firman Hamza Lanjutkan
Sinergi DPRD dan Pemda
Busel Seperti Dilakukan
La Ode Nurunani

Laporan: Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP - Pergantian
Sekretaris DPRD Ka-
bupaten Buton Selatan
dari La Ode Nurunani
kepada La Ode Firman
Hamza diharapkan ti-
dak mengganggu kes-
inambungan hubungan
kerja antara DPRD
dan Pemerintah Kabu-
paten Buton Selatan.
Wakil Ketua I DPRD
Busel, H. Hasrul Saa-
di, S.E., menilai ke-
mampuan membangun
komunikasi antarlem-
baga menjadi bagian
penting dari tugas sek-
retariat DPRD.

Hasrul menga-
takan, Nurunani tel-
ah menjalankan tugas
selama lima tahun
delapan bulan sebe-
lum digantikan dalam
pelantikan  terbaru.
Selama masa tersebut,
ia menilai Nurunani
mampu  memfasilita-
si kebutuhan DPRD

sekaligus menjaga
komunikasi  dengan
pemerintah daer-

ah dan masyarakat.
a€ceBeliau luar biasa.
Tugas-tugas seorang
Sekretariat DPRD itu
beliau paham betul.

Lanjut ke Hal: 7

Kepala MIN 1 Baubau

Mapel Matematika

Tiga siswa berhasil
lolos seleksi OMI
tingkat kota.

Terdiri dari dua bidang
lomba: Matematika
dan IPAS.

Dua siswa meraih
juara pertama dan
satu juara ketiga.

I Dra. Yuliana Donggi Hanas, M.Pd.

WA Ode Qirani Arsylla
Mapel IPAS

Buton Tengah Siapkan Nomor 112, Respons Kegawatdaruratan
Didorong Lebih Cepat

Laporan: Ardi

BUTON TENGAH,
BP- Pemerintah Kabu-
paten Buton Tengah,
Sulawesi  Tenggara,
menyiapkan layanan
Nomor Tunggal Pang-
gilan Darurat (NTPD)
112 sebagai kanal ter-
padu untuk menerima
laporan ~ masyarakat
terkait berbagai kondi-
si kegawatdaruratan.
Layanan tersebut diso-
sialisasikan  bersama

Lanjut ke Hal: 7

Bapas Baubau Perkuat Bimbingan Klien Wajib Lapor
untuk Cegah Pelanggaran

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-
Balai Pemasyarakatan
(Bapas) Kelas II Bau-
bau memperkuat pen-
dampingan terhadap
klien pemasyarakatan
melalui bimbingan in-
dividu bagi klien wajib
lapor. Kegiatan yang
berlangsung di ruang
konseling Bapas Bau-
bau, Rabu (16/9/2026),
diarahkan untuk mem-
bantu klien menjaga
perilaku, menaati nor-
ma sosial, dan mengh-
indari pelanggaran hu-
kum selama menjalani
reintegrasi sosial.

Pembimbing Ke-

masyarakatan  (PK)
Ahli Madya Bapas
Baubau, Jamalud-
din, dalam bimbin-

gan tersebut menggali
perkembangan  per-
ilaku serta berbagai
kendala yang dihadapi
klien. Pendekatan se-
cara interaktif dilaku-

kan agar pembimb-
ing dapat mengetahui
kondisi klien sekaligus
memberikan  arahan
sesuai kebutuhan se-
lama proses kembali
ke lingkungan mas-
yarakat.

Menurut Jamalud-
din, kewajiban lapor
tidak semata-mata
berkaitan dengan pe-
menuhan administrasi.
Pendampingan diper-
lukan untuk memba-
ngun kesiapan mental
dan sosial klien agar
mampu menjala-
ni kehidupan secara

Lanjut ke Hal: 7
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Raziq Hanan Ajudu |
Mapel IPAS

Ketiganya akan mewakili
MIN 1 Baubau di OMI
tingkat Provinsi.

Dibimbing secara intensif ‘1
oleh guru dan didukung ‘
seluruh warga madrasah.

Prestasi ini menjadi bukti |
ketekunan, kerja keras, dan
semangat belajar siswa.

\

Laporan: Firman,
Baubau
Post-Durasi Times

BAUBAU, BP
-Tiga siswa Madra-
sah Ibtidaiyah Neg-
eri (MIN) 1 Baubau
berhasil melaju ke
Olimpiade Madrasah
Indonesia (OMI) ting-
kat Provinsi setelah
mencatat prestasi
pada seleksi tingkat
kota. Ketiganya ber-
asal dari dua bidang
lomba, yakni Matem-
atika dan Ilmu Pen-
getahuan Alam dan
Sosial (IPAS), dengan
dua siswa meraih juara
pertama dan satu lain-
nya juara ketiga.

Ketiga siswa terse-
but adalah Uwais Al
Qarni  Banjar yang
meraih Juara 1 bidang
Matematika, = Waode
Qirani Arsylia sebagai
Juara 1 bidang IPAS,
serta Raziq Hanan
Ajudu yang meraih
Juara 3 bidang IPAS.
Hasil itu mengantar-
kan mereka menjadi
wakil MIN 1 Baubau
untuk  berkompetisi
pada jenjang provinsi.

Guru  pembimb-
ing MIN 1 Baubau,
Delisa Lustika, S.Pd.,

Lanjut ke Hal: 7

Pendidikan, Jalan dan PJU Jadi Aspirasi Warga
Waliabuku dalam Reses Anngota DRPD Baubau

MK i

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Ke-
butuhan pendidikan,
perbaikan infrastruk-
tur jalan, layanan kes-
ehatan, dan peneran-
gan jalan umum (PJU)
menjadi aspirasi uta-
ma warga Waliabuku
saat mengikuti reses
Anggota DPRD Kota
Baubau, Aswan Syai-
fudin, S.Si., Jumat
(11/9/2026). Sejumlah
usulan lain, termasuk
pengadaan  seragam
majelis taklim, turut
disampaikan  untuk
diteruskan kepada pe-
merintah daerah.

Aspirasi  tersebut
disampaikan  warga
karena sejumlah ke-
butuhan pembangunan

Aswan Syaifudin

—

dinilai belum terako-
modasi dalam Musy-
awarah  Perencanaan
Pembangunan (Mus-
renbang). Aswan yang
merupakan  anggota
DPRD Kota Baubau
dari Partai PPP men-
gatakan, reses menjadi
kesempatan bagi wakil
rakyat untuk mem-
peroleh gambaran
langsung  mengenai
kebutuhan masyarakat
sekaligus  menghim-
pun usulan yang belum
masuk dalam agenda
pembangunan.

“Ini untuk menam-
pung aspirasi mas-
yarakat yang tidak
terlaksana di Musren-
bang kemarin. Jadi
tugas kami langsung
turun ke lapangan un-

tuk menampung aspi-
rasi masyarakat,” kata
Aswan.

Dalam pertemuan
itu, pendidikan dan
infrastruktur, terutama
jalan, menjadi perha-
tian warga. Kebutuhan
PJU dan kesehatan
jugamasuk dalam daft-
ar aspirasi yang dis-
ampaikan masyarakat.
Menurut Aswan, berb-
agai usulan tersebut
berkaitan  langsung
dengan aktivitas dan
kebutuhan sehari-hari
warga sehingga perlu
disampaikan  kepada
pemerintah daerah un-
tuk dipertimbangkan
dalam program pem-
bangunan.

Lanjut ke Hal: 7
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Zulhas Bercanda ke Bahlil, Jadi Ketum
Saja Berat, Apalagi Menjadi Presiden,
Biar Prabowo Saja

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP-
Ketua Umum Partai
Amanat  Nasional
(PAN) Zulkifli Hasan
atau Zulhas melon-
tarkan candaan ke-
pada Ketua Umum
Partai Golkar Bahlil
Lahadalia  menge-
nai beratnya menja-
di pemimpin partai
hingga presiden da-
lam perayaan HUT
ke-28 PAN di Jakarta
Convention Center
(JCC), Jumat (18/9)
malam. Gurauan itu
disambut tawa peser-
ta dan acungan jem-
pol Bahlil.

Candaan terse-
but muncul ketika
Zulhas berbicara
mengenai dinamika
kepemimpinan par-
tai politik. Ia men-
gatakan posisi ketua
umum saja sudah
memiliki  tanggung
jawab besar, apalagi
jika seseorang harus

memimpin sebagai
presiden. Zulhas
kemudian mengar-
ahkan pernyataan-
nya kepada Bahlil
yang berada di lokasi
acara.

“Pak Babhlil, jadi
ketum ini berat juga.
Ketum partai berat.
Apalagi jadi presi-
den, apalagi presi-
den. Saya kira Pak
Bahlil sama saya
sepakat,” ujar Zul-
has.

Zulhas  kemudi-
an menyebut nama
Presiden  Prabowo
Subianto. “Presiden

biar Pak Prabowo
saja ya, Pak. Co-
cok?” katanya. Bah-
lil merespons den-
gan mengacungkan
jempol, sedangkan
Prabowo yang hadir

Prabowo hadiri HUT PAN.

dalam acara tersebut 2024.
mengangkat tangan Zulhas menga-
takan PAN akan

ke arah depan sem-
bari tersenyum tipis.

Gurauan itu kemu-
dian berlanjut ketika
Zulhas menyinggung
Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar
atau Cak Imin. Ia

mengatakan  dirin-
ya bersama Bahlil
kemungkinan tidak

maju dalam kon-
testasi calon presi-
den, sementara Cak
Imin masih memper-
timbangkan kemun-
gkinan tersebut. Cak
Imin pun tertawa dan
mengangkat tangan
ke dada merespons
candaan itu.

“Bedanya sedikit,
Pak Bahlil bersama
saya mungkin en-
ggak nyapres, ka-
lau Pak Muhaimin
masih  mikir-mikir,
Pak,” kata Zulhas.

Nama  Presiden
PKS Al Muzzam-
mil Yusuf juga ma-
suk dalam rangkaian
gurauan Zulhas.
Ia menyebut Muz-
zammil sudah men-
jadi ‘presidend’ di
lingkungan partain-
ya sehingga, dalam
konteks candaan
tersebut, cita-cita
menjadi presiden tel-
ah terwujud.

Di luar suasana
ringan tersebut, Zu-
lhas juga menying-
gung  pembahasan
ambang batas par-
lemen atau parlia-
mentary threshold.
Sejumlah  partai
koalisi pemerintah
sebelumnya disebut
menyepakati angka
5 persen, atau naik
dibandingkan am-
bang batas 4 persen
yang berlaku pada
Pemilu 2019 dan

mengikuti keputu-
san yang disepa-
kati bersama oleh
partai-partai  poli-
tik. Namun, ia me-
nekankan keputu-
san tersebut harus
ditempuh melalui
musyawarah  dan
mufakat.

“Ya, kita kan
koalisi ya den-
gan teman-teman
Gerindra dan lain-
lain. Yang penting
musyawarah mu-
fakat. Kamiapasaja
kalau  disepakati,
kami ikut. Terma-
suk soal PT (parlia-
mentary threshold),
kami ikut. Tapi ha-
rus ada kesepaka-
tan kebersamaan,”
ujar Zulhas kepada
wartawan.

Pembahasan am-
bang batas parlem-
en berkaitan dengan
Putusan ~ Mahka-
mah Konstitusi
Nomor 116/PUU-
XX1/2023 yang
dibacakan pada
29 Februari 2024.
Perkara  tersebut
diajukan Perkum-
pulan untuk Pemi-
lu dan Demokrasi
(Perludem). MK
menyatakan keten-
tuan ambang batas
parlemen 4 persen
tetap berlaku un-
tuk Pemilu 2024,
tetapi  memerin-
tahkan pembentuk
undang-undang
melakukan peruba-
han untuk Pemilu
2029 dan pemilu
berikutnya.

Secara histo-
ris, Indonesia tel-
ah beberapa kali
mengubah besaran
ambang batas par-

lemen. Pada Pemi-
lu 2009 angkanya
2,5 persen, kemu-
dian 3,5 persen
pada Pemilu 2014,
sebelum meningkat
menjadi 4 persen
mulai Pemilu 2019.
Perubahan terse-
but menjadi bagian
dari perdebatan
panjang mengenai
penyederhanaan
sistem kepartaian
dan keterwakilan
suara pemilih.
Perdebatan men-
genai ambang ba-
tas parlemen juga
dikenal dalam
sistem politik neg-
ara lain. Jerman,
misalnya, mener-
apkan ambang ba-
tas 5 persen dalam
pemilihan  Bund-
estag.  Ketentuan
tersebut  menjadi
salah satu instru-
men dalam sistem
pemilu Jerman un-
tuk mengatur ket-
erwakilan partai di
parlemen.
Rangkaian per-
nyataan Zulhas di
HUT PAN akhirn-
ya mempertemu-
kan dua isu ber-
beda dalam satu
panggung: candaan
mengenai  kemun-
gkinan kontestasi
kepemimpinan na-
sional dan pemba-
hasan serius men-
genai desain sistem
pemilu. Sementara
candaan  tentang
Bahlil, Cak Imin,
dan Prabowo men-
cairkan  suasana,
isu ambang batas
parlemen berkaitan
langsung  dengan
konfigurasi partai
politik dan keter-
wakilan di DPR
pada pemilu men-
datang.(*)
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21 Bulan Memimpin, Prabowo Sebut 121
Masalah Negara Telah Ditangani
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Presiden RI Prabowo Subianto mengaku kaget sudah ada sekitar 121
permasalahan yang diselesaikan dalam waktu sekitar 21 bulan kepemi-

Laporan: Radit

JAKARTA, BP-
Presiden Prabowo
Subianto  mengung-
kapkan  pemerintah
telah memutuskan
dan menjalankan 121
kebijakan transforma-
tif selama 21 bulan
masa pemerintahann-
ya. Evaluasi tersebut
mencakup  berbagai
persoalan nasional
yang dinilai telah ber-
langsung selama ber-
tahun-tahun, termasuk
pengelolaan kekayaan
alam dan penataan
badan usaha milik
negara (BUMN).

Prabowo menyam-
paikan hal itu dalam
program Presiden
Prabowo Menjawab,
Jumat (18/9). Ia men-
gaku sempat terkejut
ketika menerima lapo-
ran dari staf mengenai
jumlah persoalan yang
telah ditangani pemer-
intah dalam periode
kurang dari dua tahun
tersebut.

“Kita pun kaget,
waktu saya dilaporkan
oleh staf saya, Pak,
kita sudah kerja ini
kurang dari dua tahun,
kalau tidak salah wak-
tu itu 21 bulan, ini lho,
kita sudah selesaikan
121 masalah,” kata
Prabowo.

Dalam pidato ken-
egaraan pada 14 Agus-

tus 2026, Prabowo
juga menyebut 121
kebijakan transfor-

matif telah dijalankan
selama 663 hari pe-
merintahan. Menurut
pemerintah, kebijakan
tersebut  mencakup
persoalan yang seba-
gian telah berlangsung
selama puluhan tahun.
Salah satu agenda
yang disoroti Prabowo
adalah upaya mengata-
si kebocoran kekayaan
alam. la menegaskan
pengelolaan  sumber
daya Indonesia harus
diarahkan agar man-
faatnya dapat dira-
sakan masyarakat se-
cara luas, bukan hanya
terkonsentrasi  pada
kelompok tertentu.
Persoalan tersebut

mpinannya.

ditempatkan ~ dalam
agenda transformasi
ekonomi yang lebih
besar. Pemerintah se-
belumnya menyatakan
kebijakan transfor-
masi diarahkan untuk
mengubah  kekayaan
alam Indonesia men-
jadi kekuatan ekonomi
yang memberikan
manfaat nyata bagi
masyarakat.

Di sektor BUMN,
pemerintah juga
melakukan  restruk-
turisasi terhadap pe-
rusahaan negara yang
dinilai tidak produktif.
Dalam pidato keneg-
araan Agustus 2026,
Prabowo  menyebut
pemerintah telah me-
nutup 290 BUMN dan
menargetkan  jumlah
perusahaan negara
menjadi paling banyak
300 pada akhir Desem-
ber 2026. Pemerintah
menyatakan lebih dari
750 BUMN akan ditu-
tup dalam proses pena-
taan tersebut.

“Dan nanti De-
sember minimal 750
[BUMN ditutup], min-
imal,” ujar Prabowo
dalam program terse-
but.

Menurut pemerin-
tah, penataan dilaku-
kan setelah ditemu-
kan 1.074 BUMN,
termasuk  struktur
anak, cucu, hing-
ga cicit perusahaan.
Dari restrukturisasi
yang telah berjalan,
pemerintah menye-
but penghematan bi-
aya overhead telah
mencapai lebih dari
Rp50 triliun dan di-
targetkan meningkat
menjadi lebih dari
Rp70 triliun pada
akhir 2026.

Secara  historis,
keberadaan BUMN
berkaitan erat dengan
proses nasionalisasi
perusahaan-perusa-
haan Belanda setelah
Indonesia merdeka.
Pemerintah  kemu-
dian  membangun
kerangka  perusa-
haan negara melalui
UU Nomor 19 Prp
Tahun 1960 tentang
Perusahaan Negara.

Pada 1969, perusa-
haan negara dikla-
sifikasikan ~ antara
lain menjadi Perjan,
Perum, dan Persero,
sebelum Kementeri-
an BUMN terbentuk
pada era reformasi
1998.

Penataan perusa-
haan negara bukan
fenomena yang han-
ya terjadi di Indone-
sia. Di berbagai neg-
ara, reformasi badan
usaha milik negara
berkembang seiring
perubahan kebijakan
ekonomi, terutama
sejak gelombang
liberalisasi dan pri-
vatisasi pada akhir
abad ke-20. Indo-
nesia sendiri pernah
membuka lebih luas
ruang investasi asing
pada era Orde Baru,
sementara sejumlah
BUMN mulai men-

catatkan sahamnya
di bursa pada dekade
1990-an.

Bagi  pemerin-

tahan Prabowo, re-
strukturisasi BUMN
ditempatkan sebagai
bagian dari upa-
ya  meningkatkan
efisiensi dan me-
mastikan perusahaan
negara memberikan
nilai tambah kepada
masyarakat. Pemer-
intah  menyatakan
hanya  perusahaan
yang produktif dan
mampu menciptakan
nilai tambah yang
akan dipertahankan.

Prabowo juga me-
negaskan evaluasi 21
bulan tersebut bukan
alasan bagi pemer-
intah untuk berhenti
bekerja. Dalam pi-
dato kenegaraan, ia
menyatakan  masih
banyak  persoalan
nasional yang harus
diselesaikan. Pemer-
intah, menurut dia,
akan  melanjutkan
kebijakan transfor-
masi dengan orienta-
si pada kepentingan
masyarakat dan gen-
erasi mendatang.(*)
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Lahan Eks PT Kapas Terlantar,
Gubernur Sultra ASR Dorong

Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-
Komisi II DPR RI
mendesak  Kemen-
terian Agraria dan
Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) segera
menuntaskan doku-
men penataan lah-
an bekas Hak Guna
Usaha (HGU) PT
Kapas di Sulawesi
Tenggara. Desakan
itu muncul setelah
Gubernur Sultra
Andi Sumangerukka
mengungkap lahan
seluas  2.393  hek-
tare tersebut masih
menjadi  persoalan
dengan masyarakat
meski  perusahaan
pemegang HGU tel-
ah bubar.

Persoalan itu di-
bahas dalam Rapat
Kerja dan Rapat
Dengar  Pendapat
(RDP) Komisi I
DPR RI Dbersama
Kementerian  Da-
lam Negeri, Kemen-
terian ATR/BPN,
Badan Bank Tanah,
serta para gubernur
se-Indonesia di Ru-
ang Rapat Komisi
I DPR RI, Jakarta,
Selasa (15/9/2026).
Para bupati dan wali
kota mengikuti rapat
tersebut secara dar-
ing.

Ketua Komisi II
DPR RI Muhammad
Rifginizamy  Kar-
sayuda mengatakan
persoalan aset neg-
ara, termasuk aset
BUMN vyang terkait
dengan HGU, meng-
hadapi mekanisme
penghapusan  yang
panjang. Kondisi
tersebut, menurut
dia, dapat membuat

lahan yang semes-
tinya segera ditata
justru berlarut dalam
persoalan adminis-
trasi dan hukum.

“Aturan kita bikin
ribet sendiri. Un-
tuk menghapus aset
BUMN saja harus
melalui sidang pari-
purna DPR RI,” kata
Rifginizamy dalam
rapat tersebut.

Kasus eks PT
Kapas menjadi salah
satu contoh yang
disampaikan dalam
forum itu. Menurut
Andi  Sumangeruk-
ka, perusahaan yang
berada di bawah PT
Berdikari  (Danan-
tara) tersebut tel-
ah beroperasi sejak
1996, tetapi kini su-
dah bubar. Sementa-
ra lahan HGU seluas
2.393 hektare yang
ditinggalkan kemu-
dian memicu perse-
lisihan dengan mas-
yarakat setempat.

Pemprov  Sultra,
kata Andi, telah ham-
pir satu tahun mem-
fasilitasi ~ penyele-
saian persoalan itu.
Pemerintah daer-
ah juga mendatan-
gi Danantara dan
mendapat penjelasan
bahwa perusahaan
tersebut telah bubar
serta aset dimaksud
tidak lagi tercatat da-
lam pembukuan pe-
rusahaan.

“Kami sudah
hampir satu tahun
memfasilitasi  ini.
Kami  mendatan-
gi Danantara dan
dikonfirmasi bah-
wa perusahaan
sudah bubar serta
tidak lagi mencatat-
kan aset tersebut,”
ujar Andi.

Kepastian Status Hukum

Lo

Pemprov  Sul-
tra kemudian
berkoordinasi den-
gan Kementerian
ATR/BPN  untuk
mendapatkan  ke-
pastian hukum
mengenai  status
lahan. Namun,
hingga rapat ber-
langsung, pemer-
intah daerah belum
memperoleh kepas-
tian mengenai sta-
tus tanah tersebut.
Bagi Pemprov Sul-
tra, kejelasan status
lahan  diperlukan
bukan hanya untuk
meredam perselisi-
han dengan warga,
tetapi juga karena
terdapat  rencana
pemanfaatannya
untuk pembangu-
nan fasilitas pertah-
anan di daerah.

“Kami berharap
lahan tersebut dis-
erahkan ke pemer-
intah daerah agar
pemanfaatannya
jauh lebih maksi-
mal ketimbang di-
tarik kembali ke
pusat,” kata Andi.

Persoalan terse-
but berlangsung da-
lam konteks sejarah
panjang penataan
tanah di Indonesia.
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun
1960 tentang Pera-
turan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
(UUPA) menjadi
landasan utama hu-
kum agraria nasion-
al dan sejak ditetap-
kan pada 24
September 1960
mengatur,  antara
lain, hak atas tanah
termasuk  HGU.
UUPA juga mene-
mpatkan kepastian
hukum pertanahan

F

dan fungsi sosial
tanah sebagai ba-
gian penting dalam
sistem agraria nasi-
onal.

Dalam perkem-
bangan kebijakan
agraria, pemerin-
tah juga menetap-
kan reforma agraria
sebagai salah satu
instrumen  untuk
mengurangi ketim-
pangan  pengua-
saan dan pemilikan
tanah serta menan-
gani sengketa dan
konflik agraria.
Perpres Nomor 86
Tahun 2018 secara
eksplisit memasuk-
kan  penanganan
sengketa dan konf-
lik agraria sebagai
salah satu tujuan

reforma  agraria.
Pada  September
2026, DPR juga
tengah memba-

has RUU Reforma
Agraria yang an-
tara lain diarahkan
untuk memperkuat
kepastian  hukum
dan kelembagaan
penyelesaian konf-
lik agraria.
Menutup pem-
bahasan, Ketua
Komisi I DPR RI

meminta Kemen-
tertan ATR/BPN
tidak menunda

penyelesaian  ber-
kas penataan lah-
an eks PT Kapas.
Ia  menyarankan
dokumen penata-
an tersebut segera
diserahkan  kepa-
da Gubernur Sul-
tra agar proses
penyelesaian  dan
pemanfaatan lahan
dapat ditindaklan-
juti sesuai ketentu-
an.(*)

3

genin, 21 September 2026

BBM Bersubsidi Langka, Pemkot Kendari
Bergerak Tertibkan Penjualan Eceran

Laporan: Lisna

KENDARI, BP-
Pemerintah Kota
Kendari berkoordina-
si dengan Pertamina
untuk mengupayakan
penambahan  kuota
bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi di
tengah kelangkaan
yang memicu antre-
an panjang di sejum-
lah stasiun pengisian
bahan bakar umum
(SPBU). Persoalan
itu menjadi salah satu
aspirasi yang disam-
paikan mahasiswa
dalam aksi di Kantor
Balai Kota Kendari,
Kamis (17/9/2026).

Wakil Wali Kota
Kendari Sudirman
mengatakan pemerin-
tah telah mengambil
sejumlah langkah un-
tuk menjaga keterse-
diaan BBM bersubsidi
sekaligus  mencegah
penyalahgunaan distri-
busi. Langkah tersebut
antara lain penertiban
penjualan BBM ber-
subsidi secara eceran
yang kembali dijual
dengan harga non-sub-
sidi.

Menurut Sudirman,
pemerintah juga
melakukan penga-
wasan terhadap prak-
tik pembelian BBM
secara berulang. Peng-
gunaan kendaraan atau
tangki  berkapasitas
besar yang berpotensi
memengaruhi keterse-
diaan BBM bagi mas-
yarakat turut menjadi
perhatian dalam pen-
gawasan tersebut.

“Pemerintah  juga
akan terus melakukan
koordinasi dan pen-
gawasan di lapangan,
termasuk terhadap
praktik pembelian
BBM secara berulang
dan penjualan kemba-
li secara eceran,” kata
Sudirman.

Aspirasi mahasiswa
berangkat dari kondi-
si antrean kenda-
raan yang terjadi di
sejumlah SPBU di
Kendari. Massa me-
nilai antrean tersebut
mengganggu aktivi-
tas warga dan ber-
potensi menimbul-
kan kemacetan pada
sejumlah ruas jalan.

Mereka meminta pe-
merintah tidak hanya
merespons persoalan
melalui dialog, tetapi
mengambil  kebija-
kan yang dapat dira-
sakan masyarakat.

Dalam dialog
itu, mahasiswa juga
mengusulkan alter-
natif ~ pembatasan
kendaraan berdasar-
kan nomor pelat,
seperti sistem gan-
jil-genap yang dit-
erapkan di sejumlah
daerah. Selain per-
soalan BBM, mereka
menyampaikan  isu
lain yang berkaitan
dengan infrastruktur,
lingkungan, dan tata
ruang Kota Kendari.

Sudirman mener-
ima aspirasi terse-
but didampingi
Sekretaris  Daerah
Kota Kendari Amir
Hasan dan Asisten
I Setda Kota Kend-
ari Adriana Musa-
rudin.  Pemerintah
menyatakan terbuka
terhadap  masukan
masyarakat dan ma-
hasiswa, tetapi pen-
anganan persoalan
BBM membutuhkan
koordinasi lintas pi-
hak serta dukungan
masyarakat.

“Kami  terbuka
terhadap  masukan
dan rekomendasi
yang  disampaikan
masyarakat maupun
mahasiswa,”  ujar
Sudirman.

Pemerintah Kota
Kendari  meminta
waktu untuk menin-
daklanjuti  langkah
penertiban serta
koordinasi  dengan
Pertamina. Penam-
bahan kuota BBM
bersubsidi diharap-
kan dapat membantu
mengurangi antrean
di SPBU, sementa-
ra pengawasan di-
tujukan agar BBM
bersubsidi tetap ter-
salurkan sesuai pe-
runtukannya.

Secara nasional,
persoalan distribusi
BBM bersubsidi bu-
kan isu baru. Pemer-
intah Indonesia se-

lama bertahun-tahun
menghadapi tantan-
gan menjaga keseim-
bangan antara pe-
menuhan kebutuhan
energi masyarakat,
pengendalian  kon-
sumsi, dan pencega-
han penyalahgunaan
subsidi. Penyaluran
BBM bersubsidi
karena itu tidak han-
ya berkaitan dengan
ketersediaan  stok,
tetapi juga tata kelola
distribusi dari ting-
kat pemasok hingga
konsumen.

Secara  historis,
subsidi energi juga
menjadi  persoalan
di berbagai nega-
ra. Lonjakan harga
minyak dunia pada
dekade 1970-an,
yang dikenal sebagai
krisis minyak global,
mendorong banyak
negara menata ulang
kebijakan energi dan
memperkuat  pen-
gendalian konsumsi.
Pengalaman tersebut
menunjukkan bahwa
gangguan  pasokan
dan peningkatan per-
mintaan dapat ber-
dampak  langsung
pada aktivitas
ekonomi serta mo-
bilitas masyarakat.

Bagi Kendari,
persoalan yang mun-
cul pada September
2026 kini berada
pada dua sisi: me-
mastikan  pasokan
BBM bersubsidi
mencukupi  kebu-
tuhan  masyarakat
dan  memperketat
pengawasan  agar
distribusinya ti-
dak terganggu oleh
pembelian berulang
maupun  penjualan
kembali secara ecer-
an. Pemerintah Kota
Kendari dan Pertam-
ina akan menjadi
pihak yang menen-
tukan tindak lanjut
teknis, sementara
masyarakat menung-
gu penyelesaian an-
trean yang meng-
ganggu aktivitas
sehari-hari.(*)
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Pangdam Hasanuddin Singgah di Buton,
Tradisi Manca-Mangaru Jadi Penyambut

\
s

Pewarta: La Harman

BUTON, BP-
Pemerintah  Ka-
bupaten  Buton
memanfaatkan
persinggahan
Pangdam  XIV/
Hasanuddin May-
jen TNI Bangun
Nawoko di Pela-
buhan Banabun-
gi, Pasarwajo,
Rabu pagi, 16
September 2026,
untuk memperke-
nalkan kekayaan
budaya  daerah.
Rombongan yang
dalam perjalanan
menuju Kabupat-
en Wakatobi itu
disambut pertun-
jukan tradisional
Manca dan Man-

garu.
Penyambutan
tersebut dihadiri

Sekretaris Daerah
Kabupaten Buton
La Ode Syamsu-
din, S.Pd., M.Si.,
yang  mewakili
Bupati dan Wakil
Bupati Buton. Ia
bersama  jajaran
Forum Koordina-
st Pimpinan Daer-
ah (Forkopimda)
menyambut  ke-
datangan  Pang-
dam beserta Ny.
Renny Wahyunie
Nawoko dan rom-
bongan.
Pertunjukan
Manca dan Man-
garu  ditempat-
kan sebagai ba-
gian dari prosesi
penerimaan tamu.
Selain  menjadi
bentuk penghor-
matan, Kkesenian
tradisional terse-
but digunakan
untuk memperke-
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nalkan identi-
tas budaya mas-
yarakat Buton
kepada Pangdam
XIV/Hasanuddin
dan rombongan.

“Penyambutan
in1 menjadi ba-
gian dari penghor-
matan sekaligus
memperkenalkan
tradisi dan budaya
masyarakat Bu-
ton kepada tamu
daerah,” demikian
makna yang dis-
ampaikan melalui
rangkaian prose-
si  penyambutan
tersebut.

Kehadiran un-
sur Forkopimda
dalam agenda itu
juga  memperli-
hatkan ruang per-
temuan antara
pemerintah daer-
ah dan jajaran
TNI dalam men-
jaga komunikasi
serta  koordinasi
di wilayah. Sil-
aturahmi  antar-
lembaga menjadi
bagian penting da-
lam mendukung
hubungan  kerja
pemerintahan dan
keamanan daerah.

Setelah prosesi
penyambutan ber-
langsung, Sekda
Buton bersama ja-
jaran Forkopimda
mengantar Pang-
dam XIV/Hasa-
nuddin dan rom-
bongan menuju
keberangkatan
dari  Pelabuhan
Banabungi. Rom-
bongan kemudian
melanjutkan per-
jalanan  menuju
Kabupaten Waka-
tobi.
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Persinggah-
an tersebut ber-
langsung dalam
rangkaian  per-
jalanan Pangdam
XIV/Hasanuddin
menuju  Wakato-
bi. Meski bersifat
singgah, agenda
itu dimanfaatkan
Pemerintah Ka-
bupaten  Buton
untuk  memban-
gun komunikasi
langsung dengan
jajaran TNI.

“Silaturahmi
dan  komunika-
si antarlembaga
perlu terus dijaga
agar  koordinasi
di daerah berjalan
baik,”  menjadi
pesan yang tercer-
min dalam agenda
pertemuan terse-
but.

Secara  histo-
ris, tradisi pen-
yambutan dengan
kesenian  bukan
hal baru dalam

kehidupan mas-
yarakat  Nusan-
tara. Kesenian
tradisional sejak
masa kerajaan
hingga perkem-
bangan  pemer-
intahan  modern

kerap digunakan
dalam  berbagai
upacara  pener-
imaan tamu se-
bagai simbol
penghormatan
sekaligus penanda
identitas komuni-
tas.

Di Buton, tr-
adisi budaya
berkembang sei-
ring sejarah Ke-
sultanan ~ Buton
yang berdiri sejak
abad ke-16 dan

kemudian menja-
di salah satu pu-
sat pemerintahan

serta  perdagan-
gan penting di ka-
wasan timur Nu-
santara. Warisan
budaya tersebut
hingga kini tetap
menjadi  bagian
dari identitas mas-
yarakat daerah.

Dalam konteks
yang lebih luas,
penggunaan seni
tradisional se-
bagai sarana di-
plomasi budaya
juga dikenal di
berbagai  neg-
ara. Indonesia
sendiri menjad-
ikan keragaman
budaya sebagai
salah satu instru-
men diplomasi
kebudayaan un-
tuk memperke-
nalkan identitas
bangsa  dalam
hubungan inter-
nasional.

Bagi Pemer-
intah Kabupaten
Buton, penyam-
butan Pangdam
XIV/Hasanuddin
dengan Manca
dan Mangaru ti-
dak sekadar men-
jadi  rangkaian
seremoni. Agen-
da tersebut seka-
ligus  menjadi
ruang memper-
erat silaturahmi
antara pemerin-
tah daerah, TNI,
dan Forkop-
imda  sembari
menunjukkan
keberadaan tra-
disi lokal dalam
kehidupan mas-
yarakat Buton.

(*)
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RDTR-KLHS Buton Utara Disusun,
BupatiAfirudin Tekankan Satu Data

Laporan: Ardi

BURANGA, BP-
Pemerintah Kabupaten
Buton Utara, Sulawe-
si Tenggara, mulai
menyusun instrumen
tata ruang yang ditu-
jukan untuk memberi
kepastian peman-
faatan wilayah seka-
ligus menjaga keber-
lanjutan  lingkungan.
Langkah itu ditandai
dengan  pembukaan
Focus Group Discus-
sion (FGD) I penyusu-
nan Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR)
dan Kajian Lingkun-
gan Hidup Strategis
(KLHS) oleh Bupati
Buton Utara Afirudin
Mathara, S.H., M.H.,
di Aula Hotel Sara'ea,
Selasa (15/9/2026).

Penyusunan kedua
dokumen tersebut di-
pandang penting kare-
na akan menjadi salah
satu dasar dalam me-
nentukan pemanfaatan
ruang, pembangunan
infrastruktur, pengem-
bangan permukiman,
investasi, hingga pen-
gelolaan sumber daya
alam di Buton Utara.
Pemerintah daerah in-
gin dokumen yang di-
hasilkan tidak berhenti
sebagai  persyaratan
administratif,  tetapi
dapat digunakan da-
lam pengambilan ke-
bijakan pembangunan.

Afirudin  meminta
penyusunan ~ RDTR
dan KLHS bertumpu
pada data yang akurat
serta kondisi faktual
wilayah. Menurut dia,
delineasi kawasan dan
pemetaan isu strate-
gis harus mempertim-
bangkan karakteristik
wilayah, potensi daer-
ah, serta kebutuhan
masyarakat agar kebi-
jakan tata ruang tidak
menimbulkan persoa-
lan baru di kemudian
hari.

“RDTR dan KLHS
harus menjadi instru-
men untuk menentu-
kan arah pembangunan
wilayah, perlindungan
lingkungan, pengem-
bangan permukiman,
infrastruktur, investa-
si, dan pemanfaatan
sumber daya alam se-
cara  berkelanjutan,”
kata Afirudin.

Ia juga menekank-
an perlunya integrasi

Satu Peta

o PENYUSUNAN MATERI TEKNIS (MA!
DAN RMGM PEMWMN(KEPm

DAERAH (RANPERKADA
RENCANA DETA‘I. TATA RUANJ

sektor dalam
proses  penyusunan
dokumen. Organisa-
si perangkat daerah
diminta mengesamp-
ingkan ego sektoral
dan memastikan seti-
ap data sektoral yang
disediakan  memiliki
tingkat akurasi serta
dapat dipertanggung-
jawabkan.
Keseimbangan
antara  kepentingan
ekonomi dan perlind-
ungan lingkungan
menjadi perhatian lain
pemerintah  daerah.
Kawasan hutan, pesi-
sir, mangrove, perta-
nian, perikanan, pari-
wisata, dan kawasan
ekologis penting lain-
nya, kata Afirudin, ha-
rus tetap dijaga sem-
bari dikelola secara
optimal agar memberi-
kan manfaat bagi mas-
yarakat.
“Jangan
pembangunan
gorbankan  lingkun-
gan, tetapi potensi
yang ada juga harus
mampu memberikan
manfaat bagi mas-
yarakat,” ujarnya.
Pendekatan terse-
but sejalan dengan
perkembangan  kebi-
jakan tata ruang di
Indonesia yang se-
makin menempatkan

lintas

sampai
men-

aspek lingkungan
dalam  perencanaan
pembangunan. Se-

cara historis, penga-
turan penataan ruang
nasional berkembang
melalui  Undang-Un-
dang Nomor 24 Ta-
hun 1992 tentang Pe-
nataan Ruang yang
kemudian diperbarui
dengan Undang-Un-
dang Nomor 26 Tahun
2007. Sementara itu,
KLHS  memperoleh
posisi penting dalam
kebijakan lingkungan
melalui  Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlind-
ungan dan Pengelo-
laan Lingkungan Hid-
up.

Secara global,
gagasan menginte-
grasikan pembangunan
dengan perlindungan
lingkungan menguat
setelah Konferensi
Perserikatan ~ Bang-
sa-Bangsa tentang
Lingkungan Manusia
di Stockholm pada
1972. Perkembangan
berikutnya melahirkan

konsep pembangunan
berkelanjutan ~ yang
menghubungkan per-
tumbuhan  ekonomi,
kebutuhan sosial, dan
perlindungan lingkun-
gan. Prinsip tersebut
kemudian semakin
luas melalui Agenda
21 dan Tujuan Pem-
bangunan Berkelan-
jutan atau Sustainable
Development  Goals
(SDGs).

Dalam konteks Bu-
ton Utara, Bupati ber-
harap pelibatan mas-
yarakat, tokoh lokal,
akademisi, dan dunia
usaha dapat member-
ikan gambaran yang
lebih utuh mengenai
kebutuhan serta po-
tensi wilayah. RDTR
dan KLHS diharapkan
menghasilkan  doku-
men yang realistis dan
operasional, sekaligus
memberikan kepastian
bagi masyarakat, men-
dukung pembangunan
infrastruktur dan in-
vestasi, serta menjadi
pijakan pembangunan
untuk 10, 20 hingga 30
tahun mendatang.

“Semangatnya
adalah satu data, satu
peta, satu arah pemba-
ngunan untuk Buton
Utara,” kata Afirudin.

FGD tersebut dii-
kuti secara daring oleh
Direktur Bina Peren-
canaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I Di-
rektorat Jenderal Tata
Ruang Kementerian
ATR/BPN Rahma Ju-
lianti beserta jajaran
dan Kepala Kantor
Wilayah ~ ATR/BPN
Provinsi Sulawesi
Tenggara. Hadir pula
Sekretaris Daerah Bu-
ton Utara Muh. Hardhy
Muslim, S.H., M.Si.,
para pimpinan dan
jajaran OPD, Kepa-
la Kantor Pertanah-
an Kabupaten Buton
Utara, Tim Supervisi
dan Project Manage-
ment Unit (PMU), Tim
Integrated Land Ad-
ministration and Spa-
tial Planning (ILASP),
tim konsultan peny-
usunan materi teknis
dan rancangan pera-
turan kepala daerah
RDTR Kabupaten Bu-
ton Utara, para camat,
kepala desa dan lurah,
tokoh masyarakat, ak-
ademisi, dunia usaha,
serta peserta FGD se-
cara luring dan daring.

(*)
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BPOM Pacu Transformasi SDM Berba-

-

- oy

Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-
Badan Pengawas
Obat dan Makanan
(BPOM)  meluncur-
kan empat aplikasi
berbasis  kecerdasan
artifisial atau artifi-
cial intelligence (AI)
untuk  memperkuat
pengelolaan  sumber
daya manusia (SDM),
sekaligus merespons
keterbatasan  jumlah
pegawai di tengah
bertambahnya mandat
pengawasan. Trans-
formasi tersebut men-
jadi bagian dari strate-
gi BPOM membangun
SDM berkelas menuju
Indonesia Emas 2045.

Empat aplika-
si yang diperkenal-
kan dalam Rapat
Koordinasi  Nasion-
al (Rakornas) SDM
BPOM pada Selasa
(18/8/2026) itu ialah
Mentari Al, KIRA Al,
SIMAKIN AIl, dan
KARFIS. Peluncuran
dilakukan di Gedung

Bhinneka Tunggal
Ika, Jakarta, dalam
Rakornas bertema

“Transformasi Mana-
jemen SDM Berbasis
Al: Membangun SDM
Berkelas Menuju In-
donesia Emas 2045~
yang berlangsung se-
lama dua hari.

Kepala BPOM
Taruna Ikrar menga-
takan ~ pemanfaatan
teknologi menjadi
penting karena jumlah
pegawai yang tersedia
belum sebanding den-
gan kebutuhan organ-
isasi. BPOM saat ini
memiliki sekitar 6.431
pegawai, sedangkan
kebutuhan organisa-
si mencapai sekitar
10.710 pegawai atau
tingkat ketercukupan
baru sekitar 60 persen.

Pada saat yang sama,
BPOM mendapat
penugasan dalam Pro-
gram Makan Bergizi
Gratis yang mencak-
up sekitar 32 ribu
Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi
(SPPG), mendukung
83 ribu Koperasi Desa
Merah Putih, dan
memperkuat penga-
wasan sekitar 4,3 juta
UMKM.

“Kalau kami tidak
punya kemampuan
daya tangkal, kemam-
puan siber, tidak pu-
nya kemampuan arti-
ficial intelligence dan
sebagainya, kita tentu
akan kalang kabut,”
kata Taruna, merujuk
pada temuan sekitar
1,3 juta tautan dar-
ing yang tidak sesuai
ketentuan pada tahun
sebelumnya.

Transformasi itu
sekaligus memperlu-
as penerapan sistem
merit dan manaje-
men talenta yang
telah dikembangkan
BPOM. Mentari Al
digunakan untuk men-
golah data talenta men-
jadi wawasan strate-
gis guna menemukan
potensi terbaik, KIRA
Al untuk menelusuri
regulasi dan kebijakan
internal, SIMAKIN Al
untuk mendukung Ma-
najemen Kinerja Ter-
integrasi, sedangkan
KARFIS diarahkan
untuk  meningkatkan
transparansi ~ penge-
lolaan karier jabatan
fungsional.

Kepala BKN Zudan
Arif Fakrulloh menga-
presiasi sistem mana-
jemen talenta BPOM
yang telah berjalan
sejak 2021. Dari seki-
tar 4.026 talenta yang
diproses BKN, seban-
yak 3.972 telah disetu-

sis Al Menuju Indonesia Emas 2043

jui dan seluruh talenta
yang diajukan BPOM
memenuhi persyaratan.
“BPOM itu 100 persen
disetujui. Ini artinya se-
cara sistem memang su-
dah memenuhi syarat,”

ujar Zudan.
Menteri PANRB
Rini Widyantini me-

nilai capaian tata kelola
BPOM menjadi mod-
al dalam menghadapi
perubahan  birokrasi.
Indeks pelayanan pub-
lik BPOM tercatat 4,8
dari skala 5, di atas ra-
ta-rata nasional. BPOM
juga telah hadir di 154
dari 313 Mal Pelayanan
Publik (MPP). “Ukuran
keberhasilan  birokra-
si ini sekarang sudah
bergeser dari sekadar

kepatuhan kepada
prosedur menjadi ke-
mampuan pemerintah

untuk bisa memberikan
layanan dengan kemu-
dahan akses,” kata Rini.

Perubahan terse-
but berlangsung dalam
konteks perkembangan
teknologi pemerintahan
yang semakin cepat. Di
Indonesia, agenda trans-
formasi digital pemer-
intahan menguat sei-
ring penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), se-
mentara secara global
pemanfaatan Al mu-
lai masuk ke berbagai
fungsi organisasi, ter-
masuk analisis data,
pengembangan talen-
ta, dan pengambilan
keputusan administra-
tif. Perkembangan itu
membuat  kebutuhan
terhadap  kompetensi
digital aparatur semakin
besar.

Penggunaan Al da-
lam manajemen apara-
tur juga perlu ditempat-
kan dalam kerangka tata
kelola. Taruna menegas-
kan AI bukan pengganti
manusia, melainkan in-
strumen untuk mening-

katkan

objektivitas
dan efektivitas penge-
lolaan SDM. “Dengan

pemanfaatan  sistem
meritokrasi BPOM
yang berbasis sumber
daya manusia dengan
menggunakan artificial
intelligence,  artinya
objektivitas  semakin
ditingkatkan,” ujarnya.

Rakornas yang
bertepatan dengan dua
tahun  kepemimpinan
Taruna Ikrar sebagai
Kepala BPOM itu juga
membahas aspek non-
teknologi.  Sejumlah
narasumber membahas
kepemimpinan  trans-
formatif, sistem mer-
it, transformasi digital
ASN, kesehatan mental
lintas generasi, pro-
duktivitas, dan strategi
human capital berbasis
Al. Materi antara lain
disampaikan Ignatius
Jonan, Katmoko Ari
Sambodo, Fahmi Alusi,
Wahyu Firdaus, Ferlita
Sari, Irsyad Sahroni,
Pascal Gerardus Ang-
griawan, dan Sekretaris
Utama BPOM Jayadi.

Dalamrangkaian ke-
giatan tersebut, BPOM
mencanangkan Center
of Excellence Budaya
Integritas (CoEBI)
melalui  penyerahan
tiga buku seri pustaka
kepada Menteri PAN-
RB. Kepala BKN juga
menyerahkan penghar-
gaan kepada Kepala
BPOM atas pencapaian
skor arsip ASN pering-
kat pertama di lingkun-
gan instansi pemerintah
pusat periode semester
I 2026. Hasil Rakornas
kemudian  diarahkan
menjadi landasan un-
tuk membangun ma-
najemen SDM BPOM
yang adaptif, berbasis
data dan Al, tetapi tetap
menempatkan manusia
sebagai pusat transfor-
masi.(*)

@enin, 21 September 2026

Kemenkes Percepat Respons Hoaks
Kesehatan, 2.622 Disinformasi Terdeteksi

Peliput: Prasetio M

JAKARTA, BP-
Kementerian Keseha-
tan memperkuat me-
kanisme penanganan
disinformasi  keseha-
tan setelah pemerintah
mencatat 2.622 hoaks
kesehatan beredar di
berbagai platform dig-
ital sepanjang Agustus
2018 hingga Septem-
ber 2026. Penguatan
dilakukan melalui pe-
luncuran Playbook
Respons Cepat Pen-
anganan Hoaks Kes-
ehatan untuk mem-
percepat identifikasi,
koordinasi, dan pen-
yampaian  informasi
berbasis bukti kepada
masyarakat.

Langkah tersebut
menjadi penting kare-
na informasi keliru
tidak berhenti pada
pembentukan  opini,
tetapi berpotensi me-
mengaruhi  keputusan
kesehatan masyarakat.
Kepala Biro Komu-
nikasi dan Informasi
Publik Kemenkes Aji
Muhawarman  men-
gatakan hoaks dapat
mendorong seseorang
mengambil tindakan
yang keliru dan be-
ruyjung pada dampak
kesehatan yang serius.
“Hoaks ini tidak hanya
memengaruhi  pema-
haman atau opini, tapi
juga sudah membuat
orang membuat kepu-
tusan yang salah dan
bertindak yang salah,”

kata Aji.

Kemenkes  men-
gaitkan persoa-
lan tersebut dengan
penurunan  cakupan
imunisasi nasional da-
lam beberapa tahun ter-

akhir. Data Direktorat
Pengelolaan Imunisasi
Kemenkes menunjuk-
kan cakupan imunisasi
turun dari 95 persen
pada 2023 menjadi 87
persen pada 2024 dan
kembali menjadi 80
persen pada 2025. Un-
tuk membangun per-
lindungan masyarakat,
cakupan imunisasi
minimal 90-95 pers-
en dibutuhkan secara
universal dan merata
hingga tingkat kabu-
paten/kota.
Dampaknya terlihat
dari munculnya kem-
bali sejumlah penyakit
yang sebelumnya dapat
dikendalikan melalui
imunisasi. Sepanjang
2025 hingga 2026,
Kemenkes mencatat
wabah atau kejadian

luar biasa campak di
sejumlah daerah yang
menyebabkan 72 anak
meninggal dunia. Polio
yang dapat menimbul-
kan lumpuh layu akut
juga kembali ditemu-
kan di Papua, Jawa
Barat, Jawa Tengah,
dan Jawa Timur setelah
kekebalan masyarakat
terhadap penyakit
tersebut menurun.

Dalam konteks se-
jarah kesehatan mas-
yarakat, imunisasi tel-
ah menjadi salah satu
intervensi  kesehatan
paling penting untuk
mengendalikan  pen-
yakit menular. Secara
global, vaksinasi ber-
peran dalam keberhas-
ilan pemberantasan
cacar yang dinyatakan
eradikasi oleh Organ-
isasi Kesehatan Dunia
(WHO) pada 1980. In-
donesia sendiri kemu-
dian  mencanangkan
program imunisasi na-
sional secara bertahap,
termasuk melalui Pro-
gram Pengembangan
Imunisasi (PPI) yang
diperkenalkan pada
1977 sebagai bagian
dari upaya memperluas
perlindungan anak.

Namun, perkem-
bangan teknologi in-
formasi menghadirkan
tantangan baru. Penye-
baran informasi kes-
ehatan melalui media
sosial memungkinkan
sebuah klaim yang ti-
dak benar beredar jauh
lebih cepat dibanding-
kan pola komunikasi
kesehatan konvension-
al. Komdigi mencatat
isu imunisasi menjadi
salah satu topik kese-
hatan dengan jumlah
hoaks tertinggi, selain
informasi mengenai tu-
berkulosis, air susu ibu,
vitamin, dan suplemen
imunitas tubuh.

Wakil Menteri Kes-
ehatan RI Prof. Dante
Saksono  Harbuwono
mengatakan pola pen-
anganan yang selama
ini dilakukan secara
ad hoc perlu diubah
menjadi sistem yang
memiliki alur kerja
jelas. Pernyataan itu
disampaikan saat mere-
smikan Playbook Pen-
anganan Hoaks Kese-
hatan dalam Lokakarya
Penanganan Hoaks
Kesehatan Nasional di
Auditorium Dr. J. Lei-
mena, Gedung Adhyat-
ma Kemenkes, Jakarta,
Kamis (17/9/2026).
“Playbook ini ada-
lah instrumen untuk

mewujudkan cara kerja
yang lebih terstruktur,
dari yang selama ini
masih ad hoc menjadi
mekanisme,” ujar Dan-
te.

Melalui sistem baru
tersebut, Kemenkes
memperkuat  regulasi
dan tata kelola, koordi-
nasi lintas sektor, serta
pengembangan  kanal
penanganan hoaks
yang terintegrasi den-
gan Halo Kemenkes.
Kemenkes juga beker-
ja sama dengan Kom-
digi dan Pokja RCCE
untuk memetakan per-
an setiap kementerian
dan lembaga, termasuk
pembagian tugas, target
hasil, waktu pelaksa-
naan, dan standar oper-
asional prosedur.

Kemenkes juga
menyiapkan microsite
yang akan memiliki dua
fungsi. Pada sisi hulu,
masyarakat dapat mel-
aporkan informasi yang
diduga hoaks. Pada sisi
hilir, masyarakat dapat
memperoleh artikel dan
konten terkini yang tel-
ah diverifikasi oleh tim
respons. “Kami sudah
menyiapkan, juga me-
metakan peran lintas
fungsi di kementerian
atau lembaga, terma-
suk di internal, siapa
melakukan apa dan
hasilnya seperti apa,
berapa lama, dan seter-
usnya, termasuk SOP-
nya,” kata Aji.

Menurut Kemenk-
es, perlindungan mas-
yarakat tidak cukup
hanya melalui pemer-
iksaan kesehatan gra-
tis, pengobatan, dan
vaksinasi. Pemerintah
juga perlu memastikan
informasi ~ kesehatan
disampaikan secara
komunikatif, humanis,
dan mudah dipahami
agar masyarakat dapat
mengambil keputusan
berdasarkan bukti ilm-
iah. Masyarakat karena
itu diimbau memeriksa
informasi melalui kanal
resmi pemerintah sebe-
lum mempercayai atau
menyebarkannya.

Penguatan  sistem
tersebut menempatkan
penanganan hoaks se-
bagai bagian dari upaya
perlindungan kesehatan
masyarakat.  Dengan
mekanisme yang leb-
ih terstruktur, Kemen-
kes berharap respons
terhadap disinformasi
dapat dilakukan secara
cepat dan terukur seka-
ligus mengurangi risiko
keputusan  kesehatan
yang keliru.(*)
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Nusron Akhirnya Muncul Dan Nyatakan
Hormati Penyidikan KPK, Kasus HGB
Summarecon Jadi Sorotan ATR/BPN

Ganja di Ruma

g - i

Laporan: Amran

JAKARTA, BP -
Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepa-
la Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN)
Nusron Wahid akh-
irnya memberikan
tanggapan atas peny-
idikan Komisi Pem-
berantasan ~ Korupsi
(KPK) terkait dugaan
suap pengurusan hak
guna bangunan (HGB)
di Kabupaten Bogor.
Nusron menyerahkan
sepenuhnya proses hu-
kum kepada KPK dan
menyatakan kemente-
riannya akan koopera-
tif selama penyidikan
berlangsung.

Pernyataan  terse-
but disampaikan Nus-
ron di Jakarta, Jumat
(18/9/2026), setelah
KPK melakukan op-
erasi tangkap tangan
(OTT) di kawasan
Jabodetabek pada
14 September 2026.
Perkara itu berkaitan
dengan dugaan korup-
si dalam pengurusan
HGB PT Summarecon
Agung Tbk di Kabu-
paten Bogor, Jawa
Barat. KPK kemudian
menetapkan  delapan
orang sebagai tersang-
ka.

Nusron menga-
takan  proses hu-
kum yang dilakukan
lembaga antirasuah
tersebut harus dihor-
mati. la juga men-
yatakan ATR/BPN
akan membantu
penyidik untuk me-
ngungkap  perkara
sesuai kewenangan
hukum yang berlaku.

“Kami menghor-
mati apa yang dipros-
es oleh aparat pen-
egak hukum, dalam
hal ini KPK. Kami
juga akan mengikuti
dan membantu pros-
es yang ada di sini,”
kata Nusron.

Kasus tersebut

turut menyeret se-
jumlah pejabat dan
pihak swasta. Dela-
pan tersangka yang
diumumkan  KPK
ialah Kepala Kantor
Pertanahan  Kabu-
paten Bogor Sontang
Coin Manurung,
Presiden Direktur PT
Summarecon Agung
Tbk Adrianto Pito-
jo Adhi, Direktur
Jenderal Pengenda-
lian dan Penertiban
Tanah dan Ruang
Kementerian ~ATR/
BPN Lampri, serta
Rizal Pahlevi dari
pihak swasta. Em-
pat tersangka lainn-
ya ialah mantan Bu-
pati Kebumen Arif
Sugiyanto, politikus
Partai Golkar Fahd
El Fouz alias Fahd
A Rafiq, Erwin, dan
Muhammad Fakhry.
KPK  menyebut
empat nama tera-
khir diduga mer-
upakan orang yang
dipercaya  Nusron.
Namun, penyebutan
tersebut merupakan
bagian dari keteran-
gan dan konstruksi
perkara yang sedang
didalami  penyidik.
Status hukum Nus-
ron sendiri tidak be-
rubah  berdasarkan
informasi  tersebut,
sementara  kemun-
gkinan pemeriksaan
terhadap dirinya
bergantung pada ke-
butuhan penyidikan
KPK.
Menanggapi
penyebutan namanya
dalam perkara terse-
but, Nusron tidak
memberikan kesim-
pulan mengenai ma-
teri penyidikan. Ia
memilih menunggu
proses resmi KPK
dan  menyerahkan
penanganan perkara
kepada aparat pen-

egak hukum.

“Kami ikuti pros-
esnya ini dan kami
serahkan sepenuhn-
ya kepada KPK se-
bagai aparat penegak
hukum,” ujarnya.

Dalam  perkem-
bangan penyidikan,
KPK pada 17 Sep-
tember 2026 meng-
geledah sejumlah ru-
angan di lingkungan
Kementerian ATR/
BPN, antara lain ru-
ang Lampri, Direk-
tur Jenderal Survei,
Pemetaan Pertanah-
an dan Ruang Virgo
Eresta Jaya, Direktur
Jenderal Penetapan
Hak dan Pendaftaran
Tanah Asnaedi, serta
ruangan  direktorat
yang berkaitan den-
gan perkara. KPK
menyatakan  ruang
kerja Nusron tidak
termasuk lokasi yang
digeledah.

Bagi Nusron, per-
kara tersebut juga
harus menjadi tit-
ik evaluasi internal.
Ia berharap proses
hukum dapat men-
dorong  percepatan
pembenahan pe-
layanan pertanahan
sehingga tata kelo-
la di kantor-kantor
pertanahan  sema-
kin transparan dan
akuntabel.

“Semoga den-
gan kejadian ini ada
proses  percepatan
perbaikan pelayanan

di internal kantor
pertanahan,”  kata
Nusron.
Pemberantasan
korupsi sendiri
memiliki  perjala-

nan panjang dalam
sistem hukum Indo-
nesia. KPK dibentuk
melalui Undang-Un-
dang Nomor 30 Ta-
hun 2002 setelah
sebelumnya terdapat

landasan kebijakan

reformasi  antiko-
rupsi melalui TAP
MPR Nomor XI/
MPR/1998 dan Un-
dang-Undang  No-
mor 31 Tahun 1999
yang kemudian diu-
bah dengan UU No-
mor 20 Tahun 2001.

D1 tingkat inter-
nasional, pemberan-
tasan korupsi juga
berkembang menjadi
agenda lintas negara.
Perserikatan Bang-
sa-Bangsa mengem-
bangkan United Na-
tions Convention
Against Corruption
(UNCAC), yang
kemudian disepakati
pada 2003. Indonesia
menjadi salah satu
negara yang menan-
datangani konvensi
tersebut pada 9 De-
sember 2003 di Me-
rida, Meksiko, sebe-
lum meratifikasinya
melalui Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun
2006. Kerangka itu
menempatkan kerja
sama, pencegahan,
penegakan hukum,
dan pemulihan aset
sebagai bagian pent-
ing dalam pemberan-
tasan korupsi.

Kasus dugaan
suap pengurusan
HGB di Bogor kini
masih berada dalam
proses penyidikan.
KPK masih menelu-
suri rangkaian perka-
ra dan kemungkinan
keterlibatan  pihak
lain berdasarkan alat
bukti yang diperoleh.
Sementara itu, Nus-
ron menyatakan pe-
layanan pertanahan
harus tetap berjalan
dan proses hukum
dijadikan  momen-
tum untuk memper-
baiki tata kelola di
lingkungan  ATR/
BPN.(*)

Laporan: Hadi

BANDUNG, BP-
Sebanyak 73 pohon
ganja ditemukan poli-
si di belakang rumah
seorang aparatur sipil
negara (ASN) berini-
sial AS (49) di Kom-
pleks Bumi Oranye,
Cileunyi, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat.
Delapan di antaranya
telah berusia sekitar
lima bulan dan disebut
siap dipanen.

Pengungkapan ke-
bun ganja tersebut
bermula dari penang-
kapan AS di wilayah
Kota Bandung. Saat
digeledah, polisi me-
nemukan beberapa
linting ganja yang di-
kuasai pria tersebut.
Pemeriksaan  kemu-
dian mengarah pada
pengakuan bahwa AS
menanam ganja di ru-
mahnya sendiri.

Kasat Narkoba
Polrestabes Band-
ung Kompol Olies-

tha Ageng Wicaksa-
na mengatakan polisi
menemukan tanaman
ganja dengan ukuran
beragam di taman be-
lakang rumah yang
luasnya sekitar 2 x 1
meter. Area tersebut
ditutup menggunakan
terpal jaring sehingga
keberadaan tanaman
tidak mudah terlihat
dari luar.

“Rata-rata tinggin-
ya kurang lebih 180
centimeter,” kata Oli-
estha saat memimpin
penggeledahan di ru-
mah AS, Jumat (18/9).

Dari 73 tanaman
yang ditemukan, 28
pohon memiliki ting-
gi 3-9 sentimeter. Se-
banyak tujuh pohon
berukuran  91-172
sentimeter, 28 pohon
mencapai sekitar 180
sentimeter, sedang-
kan delapan pohon
lainnya telah beru-
mur lima bulan dan
siap panen. AS men-
gaku mulai mena-
nam ganja sejak Mei
2026.

Polisi juga mene-
mukan fakta bahwa
rumah tersebut di-

[lustrasi tanaman ganja.

tempati AS bersama
anak dan istrinya.
Berdasarkan pemer-
itksaan  sementara,
keduanya mengeta-
hui keberadaan ke-
bun ganja tersebut,
tetapi AS disebut me-
maksa mereka mera-
hasiakannya. Ketika
polisi melakukan
penggeledahan, anak
dan istrinya terlihat
menangis di dalam
rumah tipe 36 terse-
but.

AS yang berstatus
PPPK Kementerian
Pekerjaan ~ Umum
di Kota Bandung
mengaku mempela-
jari teknik menanam
ganja melalui media
sosial. Ia awalnya
memperoleh  bibit
dari seorang teman
karena  mengaku
kesulitan mendapa-
tkan ganja untuk
dikonsumsi.

“Awalnya sebel-
umnya konsumsin-
ya tuh beli susah,
saya kan susah
juga, takut juga.
Terus saya penasa-
ran juga bagaimana

cara nanamnya,”
ujar AS.
Kepada  peny-

idik, AS menga-

takan hasil bu-
didaya tersebut
terutama digu-

nakan untuk kon-
sumsi pribadi. Se-
bagian hasil panen
juga disebut diberi-
kan kepada bebera-
pa teman kerjanya.
Namun, polisi ma-
sth mendalami du-
gaan adanya aktivi-
tas jual-beli ganja
tersebut.

Selain  perka-
ra budidaya gan-
ja, pemeriksaan
urine terhadap AS
menunjukkan ha-
sil positif mengon-
sumsi  sabu-sabu.
Polisi masih me-
nelusuri asal bib-
it dan pupuk yang
digunakan  untuk
membudidayakan

ASN PPPK Bandung Tanam 73 Pohon
h, Delapan Siap Panen

tanaman tersebut.

Atas kasus itu,
polisi menjerat AS
dengan Pasal 114
dan Pasal 111 ayat
(2)  Undang-Un-
dang Nomor 35 Ta-
hun 2009 tentang
Narkotika.  Poli-
si menyebut an-
caman pidananya
enam tahun hingga
maksimal 20 tahun
penjara. UU terse-
but ditetapkan pada
12 Oktober 2009
dan menjadi dasar
hukum utama pen-
anggulangan tindak
pidana narkotika di
Indonesia.

Secara histo-
ris, penguatan ke-
bijakan narkotika
Indonesia telah
berlangsung sejak
pemerintah mem-
bentuk cikal bakal
koordinasi pen-
anggulangan nar-
koba pada 1971.
BNN  kemudian
memperoleh dasar
kelembagaan yang
lebih kuat melalui
perkembangan reg-
ulasi, hingga UU
Nomor 35 Tahun
2009 memberi-
kan kewenangan
penyelidikan  dan
penyidikan tindak
pidana  narkotika
kepada BNN.

Pengaturan gan-
ja juga tidak hanya
berlaku dalam hu-
kum nasional. Di
tingkat internasion-
al, ganja telah men-
jadi bagian dari
rezim pengendalian
narkotika melalui
Single Convention
on Narcotic Drugs
1961.  Konvensi
tersebut memasuk-
kan cannabis dalam
sistem pengawasan
internasional  dan
mendefinisikan ta-
naman  cannabis
serta budidayanya
dalam  kerangka
pengendalian nar-
kotika.(*)
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Prestasi Akademik, Tiga Siswa MIN 1 Baubau Lolos
OMI Provinsi

mengatakan keberhas-
ilan tersebut merupa-
kan hasil pembinaan
yang dilakukan secara
bertahap. Tahun ini,
puluhan siswa kelas
V dan VI mengikuti
seleksi internal sebe-
lum madrasah mene-
tapkan tiga peserta ter-
baik berdasarkan hasil
seleksi.

“Pembinaan kami
lakukan di luar jam
efektif mengajar seti-
ap hari hingga selek-
si tingkat kota. OMI
ini modelnya berbeda
dengan KSM, jadi dua
tahun terakhir ini kami
lebih dulu memban-
gun mental bertanding
para siswa,” kata Del-
isa.

Menurut Deli-

sa, setelah mental
bertanding siswa ter-

bentuk, = pembinaan
dilanjutkan ~ dengan
pendalaman  materi

berdasarkan petunjuk
teknis OMI. Persiapan
juga diperkuat melalui
kebiasaan belajar
mandiri para siswa di
rumah sehingga pros-
es pembinaan tidak
hanya berlangsung di
lingkungan madrasah.

Kepala MIN 1
Baubau, Dra. Yuliana
Donggi Hanas, M.Pd.,

mengapresiasi  capa-
ian tersebut sekaligus
memberikan peng-

hargaan kepada para
guru pembimbing. Ia
menilai prestasi tiga
siswa itu menjadi buah
dari ketekunan siswa

dan  pendampingan
pendidik yang dilaku-
kan secara konsisten.
“Saya  menyam-
paikan rasa syukur,
terima kasih, serta ke-
banggaan mendalam
kepada para siswa
yang telah berjuang
mengharumkan nama
madrasah. Keberhasi-
lan ini bukan hal yang
mudabh, melainkan
buah dari kerja keras,
ketekunan, dan se-
mangat belajar yang

tinggi setiap hari,”
uyjar Yuliana, Senin
(14/9/2026).

OMI menjadi ba-
gian dari perkemban-
gan tradisi kompetisi
akademik di lingkun-
gan pendidikan ma-
drasah Indonesia. Se-
belumnya, kompetisi

akademik  madrasah
juga dikenal melalui
Kompetisi Sains Ma-
drasah (KSM), yang
menjadi wadah bagi
peserta didik madra-
sah untuk berkompe-
tisi di bidang sains.
Secara lebih luas, tra-
disi olimpiade pelajar
berkembang  secara
internasional melalui
berbagai  kompetisi,
termasuk International
Mathematical Olympi-
ad (IMO) yang perta-
ma kali diselenggara-
kan pada 1959. Ketiga
siswa MIN 1 Baubau
kini bersiap memba-
wa prestasi tersebut
ke tingkat Provinsi
dengan dukungan guru
dan seluruh warga ma-
drasah.(*)

Wakil Ketua II DPRD Buton Selatan Hasrul Saadi Harap
Firman Hamza Lanjutkan Sinergi DPRD dan Pemda
Busel Seperti Dilakukan La Ode Nurunani

Kami merasa nyaman
bekerja sama dengan-
nya,” kata Hasrul saat

diwawancarai di ru-
ang kerjanya, Senin
(14/9/2026).

Menurut Hasrul, po-
sisi Sekretaris DPRD
memang memiliki
karakter khusus kare-
na bersinggungan den-
gan kepentingan dua
lembaga yang berbeda
secara kelembagaan.
Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016
menyebut  Sekretari-
at DPRD kabupaten/
kota sebagai unsur
pelayanan  adminis-
trasi dan pemberian
dukungan terhadap tu-
gas dan fungsi DPRD.
Sekretaris DPRD se-
cara teknis operasional
bertanggung jawab ke-
pada pimpinan DPRD,
sedangkan secara ad-
ministratif bertanggu-
ng jawab kepada bu-
pati/wali kota melalui
sekretaris daerah.

Karena posisi terse-
but, Hasrul menilai
kemampuan menjaga
keseimbangan komu-

nikasi menjadi pent-
ing. la mengatakan
Nurunani selama ini
mampu menjalankan
fungsi tersebut den-
gan baik, sehingga
pekerjaan DPRD dan
pemerintah daerah
dapat berjalan dalam
koridor  kepentingan
masyarakat. “Dua
lembaga itu memang
berbeda, tapi tujuan-
nya satu. Bagaimana
kita sama-sama beker-
ja untuk kepentingan
rakyat,” ujarnya.
Pergantian pejabat
itu, kata Hasrul, se-
belumnya telah diren-
canakan melalui surat
Bupati Buton Selatan
mengenai usulan per-
gantian pejabat. Mes-
ki mengaku sempat
terkejut dengan wak-
tu  pelaksanaannya,
DPRD menghormati
keputusan  tersebut.
“Saya sendiri pun kag-
et saat mendengarnya.
Tapi siapa pun yang
ditunjuk, kami tidak
mempermasalahkan.
Yang terpenting bagi
kami adalah bagaima-

na menjaga sinergi dan
menjembatani kepent-
ingan masyarakat,
DPRD, dan Pemerin-
tah Daerah,” katanya.

Secara historis,
kebutuhan  terhadap
sekretariat yang men-
dukung kerja lemba-
ga perwakilan daerah
telah menjadi bagian
dari  perkembangan
tata kelola pemerin-
tahan daerah di In-
donesia.  Pengaturan
kelembagaan tersebut
kemudian  diperinci
dalam kerangka pena-
taan perangkat daerah,
salah satunya melalui
PP Nomor 18 Tahun
2016. Regulasi itu
menegaskan ~ bahwa
sekretariat DPRD bu-
kan sekadar unit ad-
ministrasi, melainkan
perangkat yang mem-
berikan dukungan
terhadap pelaksanaan
fungsi DPRD.

Dalam konteks per-
gantian di Buton Se-
latan, Hasrul berharap
La Ode Firman Ham-
za dapat melanjutkan
pola komunikasi yang

telah terbangun seka-
ligus  meningkatkan
kualitas pelayanan
sekretariat. “Harapan
kami, semoga pejabat
yang baru bisa men-
jembatani kepentingan
DPRD dan Pemerintah
Daerah sebagaimana
yang diharapkan. Se-
moga kinerjanya lebih
baik lagi dari sebelum-
nya,”’tuturnya.

La Ode Nurunani
dan La Ode Firman
Hamza merupakan
dua pejabat yang ter-
libat dalam pergantian
tersebut dan dilan-
tik bersamaan dalam
Apel Gabungan ASN
lingkup  Pemerintah
Kabupaten Buton Se-
latan. Pergantian ini
menjadi bagian dari
dinamika administrasi
pemerintahan daerah,
sementara fungsi uta-
ma Sekretariat DPRD
tetap diarahkan un-
tuk memastikan pe-
layanan administrasi
dan dukungan terha-
dap tugas-tugas DPRD
berjalan berkesinam-
bungan.(*)

Buton Tengah Siapkan Nomor 112, Respons Kegawatdaruratan
Didorong Lebih Cepat

Kementerian Komuni-
kasi dan Digital (Kom-
digi) di Aula Bappeda
Buton Tengah, Kamis
(17/9/2026), dengan
melibatkan sejumlah
instansi yang berkai-
tan langsung dengan
penanganan keadaan
darurat.

Layanan 112 diran-
cang agar masyarakat
tidak perlu mengingat
banyak nomor ketika
menghadapi  keadaan
darurat. Laporan yang
masuk akan dikonsol-
idasikan  pemerintah
daerah, diverifikasi,
kemudian diteruskan

kepada perangkat atau
instansi yang sesuai
dengan jenis kejadian,
seperti BPBD, Dinas
Kesehatan, Damkar,
Satpol PP, kepolisian,
dan unsur pendukung
lainnya.

Ketua Tim Fasili-
tasi Sistem Perlindun-
gan Masyarakat dan
Penanggulangan Ben-
cana (PMPB), Early
Warning System dan
Layanan 112 Komdigi,
Agung Setio Utomo,
menjelaskan  bahwa
NTPD 112 merupakan
bagian dari penataan
nomor telekomunikasi
darurat menuju kon-

sep Indonesia Single
Emergency Number.
“Layanan 112 mer-
upakan bagian dari
penataan nomor tele-
komunikasi  darurat
menuju konsep Indo-
nesia Single Emer-
gency Number,” kata
Agung dalam sosial-
isasi tersebut.

Di Buton Tengah,
implementasi layanan
itu membutuhkan
mekanisme kerja lin-
tas sektor, mulai dari
penerimaan  panggi-
lan, verifikasi infor-
masi, penentuan jenis
kedaruratan,  hingga
pengerahan  petugas.

Pola tersebut dituju-
kan untuk mengurangi
waktu koordinasi keti-
ka masyarakat meng-
hadapi  kecelakaan,
bencana, kebakaran,
gangguan kesehatan,
atau situasi lain yang
membutuhkan perto-
longan segera.
Sosialisasi  digelar
secara hibrida melalui
Zoom Meeting dan
diikuti tujuh kabupat-
en dari empat provinsi,
yakni Sulawesi Teng-
gara, Sulawesi Sela-
tan, Sulawesi Barat,
dan Sulawesi Utara.
Dari Buton Tengah,
kegiatan dihadiri Staf

KUMPULAN SAMBUNGAN BERITA
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Pendidikan, Jalan dan PJU Jadi Aspirasi Warga
Waliabuku dalam Reses Anngota DRPD Baubau

Secara historis,
reses merupakan ba-
gian dari mekanisme
hubungan antara lem-
baga perwakilan dan
masyarakat.  Dalam
sistem parlemen In-
donesia, kegiatan re-
ses digunakan untuk
menyerap aspirasi
konstituen di daerah
pemilihan. DPR RI
menjelaskan ~ bahwa
reses juga berkaitan
dengan pelaksanaan
fungsi  representasi,
legislasi,  anggaran,
dan pengawasan. Se-
mentara Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemer-
intahan Daerah men-
gatur DPRD memiliki

fungsi pembentukan
peraturan daerah, an-
ggaran, dan penga-
wasan.

Aswan mengingat-

Aswan Syaifudin

kan bahwa DPRD bu-
kan lembaga ekseku-
tif yang menjalankan
langsung seluruh pro-
gram pembangunan.
Peran DPRD adalah
menjalankan  fungsi
legislasi,  anggaran,
dan pengawasan, ter-
masuk menyampaikan
serta mengawal aspi-
rasi masyarakat kepa-
da pemerintah daerah.
“Kami ini bukan ek-
sekutif. Kami adalah

menampung  aspirasi
masyarakat  melalui
kami untuk disam-

paikan ke pemerin-
tah,” ujarnya.

Selain bidang pem-
bangunan, ibu-ibu
majelis taklim Walia-
buku menyampaikan

aspirasi  keagamaan
berupa permintaan
pengadaan  seragam.
Aswan  menyatakan

usulan tersebut akan

diteruskan kepada pe-
merintah daerah, khu-
susnya melalui bidang
Kesejahteraan Rakyat
(Kesra). Namun, ia be-
lum dapat memastikan
kapan seluruh aspira-
si akan direalisasikan
karena pelaksanaan-
nya bergantung pada
proses  perencanaan,
kewenangan pemer-
intah daerah, serta ke-
mampuan anggaran.
“Kewajiban  kami
itu menyampaikan ke-
pada pemerintah dan
mengawal apa yang
menjadi aspirasi mas-

yarakat kami,” kata
Aswan. la berharap
berbagai  kebutuhan
yang disampaikan

dalam reses tersebut
dapat segera mem-
peroleh tindak lanjut
sesuai ketentuan dan
kemampuan keuangan
daerah.(*)

Bapas Baubau Perkuat Bimbingan Klien Wajib
Lapor untuk Cegah Pelanggaran

mandiri serta memba-
ngun kembali hubun-
gan yang baik dengan
lingkungan sekitarnya.

“Pembimbingan
saat klien wajib lapor
bukan sekadar me-
menuhi kewajiban ad-
ministratif, melainkan
bentuk pendampingan
mental agar klien be-
nar-benar siap mandiri
dan diterima kembali
oleh masyarakat se-
cara utuh,” ujar Jama-
luddin.

Dalam kesempatan
itu, klien juga diin-
gatkan untuk menja-
ga sikap, menjunjung
norma yang berlaku,
dan mematuhi aturan
di tengah masyarakat.
Mereka didorong
mengembangkan akti-
vitas yang positif serta
menjauhi situasi yang
berpotensi menimbul-
kan pelanggaran hu-
kum baru.

Salah seorang klien,
LS, mengatakan dirin-

ya berupaya menjala-
ni kehidupan dengan
bekerja sebagai ne-
layan untuk memenuhi
kebutuhan  keluarga.
“Sebagai nelayan, se-
hari-hari kegiatan saya
hanya melaut untuk
mencari natkah demi
memenuhi kebutuhan
hidup keluarga,” ujar
LS.

Pembimbingan dan
reintegrasi sosial mer-
upakan bagian dari
perkembangan sistem
pemasyarakatan  In-
donesia yang sejak
perubahan paradigma
pemasyarakatan men-
empatkan pembinaan
dan pengembalian
warga binaan ke mas-
yarakat sebagai bagian
penting proses pe-
masyarakatan. Secara
historis, konsep terse-
but berkembang dari
sistem  kepenjaraan
menuju sistem  pe-
masyarakatan setelah
lahirnya gagasan pe-

masyarakatan  pada
1960-an dan kemudian
diperkuat melalui Un-
dang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 ten-
tang Pemasyarakatan.
Perkembangan  seru-
pa juga terlihat secara
internasional, ketika
pembinaan, rehabilita-
si, dan reintegrasi se-
makin menjadi bagian
dari kebijakan pemas-
yarakatan di berbagai
negara.

Bapas Baubau me-
nilai dukungan kelu-
arga dan penerimaan
masyarakat berperan
penting dalam keber-
hasilan reintegrasi
klien. Sinergi antara
petugas pemasyaraka-
tan, klien, keluarga,
dan masyarakat di-
harapkan dapat men-
gurangi stigma, men-
ciptakan  lingkungan
yang kondusif, serta
mendukung keamanan
dan ketertiban sosial.

*)

Ahli Bupati Bidang
Ekonomi, Keuangan,
dan Pembangunan
Wujuddin, Asisten II
Sekda Jufri, Kepala
Dinas Kominfo Zain-
al Oda, serta jajaran
teknis Satpol PP dan
Damkar, BPBD, Dinas
Kesehatan, dan Polres
Buton Tengah.

Secara nasion-
al, pengembangan
layanan 112 merupa-
kan bagian dari upaya
pemerintah memban-
gun sistem panggilan
darurat yang lebih ter-
integrasi. Dasar kebi-
jakan telekomunikasi
Indonesia antara lain
berasal dari UU Nomor
36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, se-
mentara layanan 112

berkembang sebagai
mekanisme  panggi-
lan darurat daerah
yang menghubungkan
masyarakat  dengan
layanan  penanganan
kedaruratan.

Konsep nomor

darurat tunggal juga
telah lama digunakan
di sejumlah negara.
Amerika Serikat, mis-
alnya, mengembang-
kan nomor 911 sejak
1968 sebagai akses
tunggal untuk layanan
kepolisian, pemadam
kebakaran, dan medis.
Di Uni Eropa, nomor
112 mulai diperke-
nalkan pada 1991 dan
kemudian menjadi no-
mor panggilan darurat
yang dapat digunakan
di negara-negara ang-

gota Uni Eropa. Pen-
galaman tersebut
menunjukkan pentin-
gnya integrasi komu-
nikasi dengan sistem
respons lapangan agar
panggilan darurat ti-
dak berhenti pada
penerimaan laporan.
Bagi Buton Ten-
gah, penerapan NTPD
112 diharapkan mem-
perkuat koordinasi
antarinstansi sekaligus
memperpendek waktu
respons terhadap keja-
dian darurat. Layanan
tersebut dapat diak-
ses masyarakat tanpa
pulsa dan diarahkan
menjadi bagian dari
peningkatan kualitas
pelayanan publik yang
responsif, inklusif,
serta berkelanjutan.(*)
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Buka Jambore PKK Baubau 2026, Wali
Kota Yusran Fahim Dorong Kader Perkuat
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BAUBAU, BP-
Wali Kota Baubau H.
Yusran Fahim, S.E.,
mendorong  kader
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Kelu-
arga (PKK) mening-

katkan  kreativitas,
inovasi, dan peng-
abdian dalam mem-
perkuat kesejahter-

aan keluarga. Pesan
itu disampaikan saat
membuka Jambore
PKK Tingkat Kota
Baubau Tahun 2026
di Halaman Kantor
Wali Kota Baubau,

Sabtu (12/9/2026).
Yusran berharap
jambore tersebut

menjadi ruang bagi
kader untuk mem-
pererat silaturahmi,
membangun kekom-
pakan, serta mening-
katkan kapasitas
dalam menjalankan
program  pember-
dayaan masyarakat.

“Jambore = PKK
bukan sekadar ajang
perlombaan, me-

lainkan momentum
penting untuk mem-
pererat silaturah-
mi, meningkatkan
kreativitas, memba-
ngun kekompakan,
serta  memperkuat
pengabdian kader di
tengah masyarakat,”
kata Yusran dalam
sambutannya.

Ia  menekankan
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JAMBORE PKK
TINGKAT KOTA BAUBAU
TAHUN 2026
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pentingnya  peran
keluarga sebagai
fondasi pembangu-

nan daerah. Keluarga
yang sehat, mandiri,
dan sejahtera dinilai
menjadi salah satu
unsur penting dalam
mewujudkan  kese-

jahteraan masyarakat
secara luas.
Untuk mem-

perkuat peran terse-
but, Yusran mengim-
bau Tim Penggerak
PKK di tingkat kota,
kecamatan, dan
kelurahan agar terus
mendampingi kader
dalam menjalankan
10 Program Pokok
PKK. Pendampingan
juga diharapkan mel-
ibatkan camat dan
lurah agar program
dapat diterapkan se-
cara kreatif dan ino-
vatif sesuai kebutu-
han warga.

Kepada peser-
ta, Yusran meminta
agar setiap perlom-
baan diikuti dengan

menjunjung  sporti-
vitas, kebersamaan,
dan  persahabatan.

Menurut dia, nilai
penting jambore ti-
dak hanya terletak
pada hasil kompetisi,
tetapi juga pada pen-
galaman yang dapat
diterapkan dalam ke-
hidupan sehari-hari.
“Jangan  hanya
mengejar kemenan-
gan. Yang paling uta-

Inovasi

UIUS -

0 W ‘_f i

ma adalah pengala-

man, kebersamaan,
dan semangat yang
bisa dibawa pulang
untuk diterapkan di
lingkungan keluar-
ga masing-masing,”

ujarnya.
la menambah-
kan,  kemenangan

dalam  perlombaan
merupakan prestasi,
sedangkan kebersa-
maan menjadi nilai
yang dapat dirasakan
seluruh peserta.
Karena itu, kegiatan
jambore diharapkan
memperkuat hubun-
gan antarkader seka-
ligus  menumbuh-
kan semangat untuk
terus  berkontribusi
di lingkungan mas-
ing-masing.

Yusran juga men-
yampaikan apresiasi
kepada seluruh kader
PKK se-Kota Bau-
bau atas pengabdian
mereka sebagai mi-
tra strategis pemer-
intah. Peran kader
dinilai penting dalam
mendukung berbagai
upaya peningkatan
kesejahteraan kelu-
arga dan masyarakat.

Gerakan PKK di
Indonesia  memili-
ki sejarah panjang.
Gerakan ini berawal
dari upaya pendi-
dikan  kesejahter-
aan keluarga pada
1957 di Bogor, Jawa
Barat, yang kemudi-

an berkembang men-
jadi gerakan pember-
dayaan masyarakat
dengan melibatkan
keluarga sebagai
sasaran utama. Da-
lam perkembangan-
nya, PKK menjadi
mitra pemerintah da-
lam berbagai bidang
pembangunan kelu-
arga.

Secara internasi-
onal, pemberdayaan
keluarga dan par-
tisipasi ~ perempuan
juga menjadi bagian
dari agenda pemba-
ngunan, termasuk
Tujuan Pembangu-
nan  Berkelanjutan
(Sustainable De-
velopment  Goals/
SDGs) yang disepa-
kati negara-negara
anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada
2015. Agenda terse-
but mencakup peng-
hapusan kemiskinan,
peningkatan keseha-
tan, pendidikan, ser-
ta kesetaraan gender.

Melalui Jambore
PKK 2026, Yusran
berharap semangat
dan kemampuan kad-
er semakin berkem-
bang sehingga pelak-
sanaan program
pemberdayaan kelu-
arga di Kota Baubau
dapat berjalan lebih
efektif, kreatif, dan
sesuai kebutuhan
masyarakat.(*)

( www.baubaupost.com

Jambore PKK Baubau 2026 Perkuat
Kader, Sitti Aryati Tegaskan Dukung
Asta Cita Menuju Indonesia Emas

Laporan: Andina

BAUBAU, BP-
Penguatan  kapasitas
kader dan pember-

dayaan keluarga men-
jadi fokus Jambore
PKK Tingkat Kota
Baubau Tahun 2026
yang dibuka Ketua TP
PKK Kota Baubau,
Hj. Sitti Aryati Yusran,
di Aula Kantor Wali
Kota Baubau, Sabtu
(12/9/2026). Kegiatan
ini mengusung tema
nasional “Kuatkan 10
Program Pokok PKK,
Laksanakan Asta Cita,
Wujudkan Indonesia
Emas 2045”.

Jambore
menjadi  momentum
untuk mempererat
kebersamaan,  men-
yatukan persepsi, ser-
ta meningkatkan ke-
mampuan kader dalam
menjalankan program
pemberdayaan  kelu-
arga. Keluarga dipan-
dang sebagai fondasi
penting dalam mem-
bentuk generasi masa
depan yang unggul,
sehat, dan berdaya
saing.

Sitti Aryati menga-
takan, TP PKK mer-
upakan mitra strategis
Pemerintah Kota Bau-
bau karena kadernya
berinteraksi langsung
dengan  masyarakat.
Peran tersebut dinilai
penting untuk mem-
bantu memastikan pro-
gram  pembangunan
menjangkau keluarga
hingga lapisan mas-
yarakat paling bawabh.

“Tanpa kerja keras,
keikhlasan, dan se-
mangat gotong roy-
ong para kader, pro-

tersebut

gram  pembangunan
pemerintah tidak akan
menyentuh lapisan
masyarakat paling
bawah,” ujarnya.

Ia menegaskan,
Jambore PKK tidak
semestinya dipandang
hanya sebagai kegia-
tan perlombaan atau
seremoni. Lebih dari
itu, kegiatan tersebut
menjadi ruang untuk
memperkuat solidari-
tas dan meningkatkan
kapasitas kader agar
mampu memberikan
manfaat nyata bagi
masyarakat.

Ketua TP PKK
Baubau itu juga men-
yampaikan apresiasi
kepada seluruh kader
atas pengabdian dan
kerja tulus mereka se-
lama ini. Kontribusi
kader, menurut dia,
menjadi bagian pent-
ing dalam mendukung
pelaksanaan pro-
gram-program PKK di
tengah masyarakat.

Dalam arahannya,
Sitti  Aryati mengin-
gatkan seluruh peserta
agar menjaga sportivi-
tas dan kebersamaan
selama kegiatan ber-
langsung. Ia menilai
semangat  persatuan
merupakan nilai yang
perlu terus dipelihara
dalam setiap aktivitas
organisasi.

“Momentum Jam-
bore ini bukan seka-
dar ajang perlombaan
atau seremonial bela-
ka, melainkan wadah
memupuk  kebersa-
maan, menyatukan
persepsi, serta mening-
katkan kapasitas kader
agar terus memberikan
manfaat nyata,” katan-

ya.

Penguatan 10 Pro-
gram Pokok PKK da-
lam jambore ini juga
berkaitan dengan
agenda pembangunan
keluarga di Indonesia.
Gerakan PKK secara
nasional berakar pada
program  pendidikan
dan kesejahteraan kel-
uarga yang berkem-
bang sejak era 1950-
an, sebelum kemudian
diperluas menjadi ger-

akan  pemberdayaan
masyarakat  berbasis
keluarga.

Secara internasion-
al, pemberdayaan kel-
uarga dan peningkatan
kualitas hidup mas-
yarakat juga sejalan
dengan agenda Tujuan
Pembangunan Berke-
lanjutan (Sustainable
Development  Goals/
SDGs) yang disepa-
kati negara-negara
anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada
2015. Agenda tersebut
mencakup penghapu-
san kemiskinan, pen-
ingkatan  kesehatan,
pendidikan  berkual-
itas, serta kesetaraan
gender.

Melalui  Jambore
PKK 2026, TP PKK
Kota Baubau dihara-
pkan semakin mem-
perkuat peran kader
dalam pemberdayaan
keluarga dan men-
dukung pelaksanaan
agenda  pembangu-
nan daerah, sekaligus
berkontribusi  terha-
dap cita-cita Indonesia
Emas 2045.(*)



